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ABSTRAK

Lili Susanti, 06191008, Jurusan Sosiolozi, Fakultas lmu Sosial dan [lmu Politik
Universitas Andalas. Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam
Penertiban Penambangan Emas Tanpa lzin ($tudi ; Penambangan Emas Tanpa
Izin Di Magari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan).
Pembimbing I Dirs. Alfitri, M5 dan Pembimbing IT Aziwarti, SH. M.1Tum

Penambangan emas yang tersebar di Kabupaten Solok Selatan menunjang ekonomi
dan sosial masyarakat di wilavah Kabupaten Selok Selatan. MNamun kebanvakan
operasi penambangan emas tidak memiliki izin resmi dan menimbulkan kerusakan
lingkungan serta mengabaikan perlindungan terhadap keschatan dan kesclamatan
kerja, Penambangan emas ini dikenal dengan Penambangan Emas Tanpa Tzin (PETI).
Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penclitian ini adalah bagaimana
peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI di Kabupaten Solok Selatan dan
apa faktor penghambat dalam penertiban PETL. Tujuan peneliian ini adalah
mendeskripsikan  peranan  pemerintah Kabupaten dalam  penertiban PETI dan
mendeskripsikan faktor penghambat dalam penertiban PETIL

Penelitian ini berpedoman pada teori struktural fungsionalisme (tcori sistem) Parsons,
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe
deskriptif.  Pengumpulan  data menggunakan teknik observasi dan  wawancara
mendalam.  [nforman  penelitian  dipilih  dengan mengpunakan teknik PUPDGSIVE
siampling (sengaja).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban
PETI adalah; membuat kebijakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan
Penambangan Tanpa Izin, membentuk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan Penertiban
kegiatan penambangan tanpa 1zin, melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penambangan: peneriiban
PETL yang dilakukan secara represif oleh pibak penegak hukum (law enforcement) dan
diproses secara bukum. Dalam  penertiban PETL ditemukan beberapa faktor
penghambat seperti ; lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penertiban
PETL. rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ketergantungan ekonomi
masyarakat, kuwrangnya sosialisasi  status  lahan  penambangan  emas  dan
ketidakkonsistenan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETT Secara struktural,
peranan pemenntah dalam penertiban PETT hanya pada level kabupaten, akan tetapi
tidak menyentuh pada level masyarakat. Fungsi latent dari hasil temuan data lapangan
yang berdasarkan pada struktur pekerjaan masyvarakat sebanyak 329 orang bekerja
scbagal pepambang. Sedangkan secara manifest berdasarkan data monografi struktur
pekerjaan masyarakat MNagari Lubuk Gadang tidak terdapat struktur pekerjaan
masyarakat sebagai penambang. Artinya, bahwa pada level pemerintahan nagan justru
peranan pemerintah dalam penertiban PETI tidak fungsional dan menyembunyikan
data yang sebenarnva mengenar PETL



BAR 1
PENDANIIULUAN

1.1 Latar Belakang

Megara Indonesia merupakan salah sau negara i dunia vang mempunyai
banvak kckayaan alam. baik yang dapat diperbarui fremewahle) maupun vang
tudak dapat diperbansi jusrenewable). Jenis kekavaan alam yang tidak dapat
diperbarui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, seperti emas.

Salah satu daerah vang mempunyvai lambang emas di Propinsi Sumatera
Barat adalah Kabupaten Salok Selatan, Penambangan emas tersebar di Kecamatan
Sangir dan Kecamatan Sangir Batang Har, Di Kecamatan sangir ada 40 buah
tambang emas bekas peninggalan Belanda Tambang emas terschut terdapat di
Pamong Gadang, Jorong  Drian Taruang, Napari Lubuk Gadang. Untuk
Kecamatan Sangir Batang Hard, kegiatan penambangan emas dilakukan sepanjang
aliran sungai Batang Hari, Ada tiga nagari di sepanjang aliran sungai Batang Han
schagai lahan penambangan emas. Nagari itu adalah Lubuk Ulang Aling Selatan,
Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Lubuk Ulang Aling lnduk.

Dilihat dari fokasinya, penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan
2da yang dilakukan di daratan dan ada juga vang dilakukan di sungai. Menurut
Peraturan Pemcerintah Nomor 35 Tahun 1991 tenmang Sungai, “Sungai adalah
tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan penpalitan air mulai dar mata air
sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kinnya serma sepanjang
pengalimnnya oleh garis sempadan™ (Pasal 1 angka 1), Lebih lanjut mengenai

penambangan emas di daerh aliran sungai diawr dalam PP MNa.75 Tahun 2001



tentang Usaha Pertambangan Rakyvat dan Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi No.1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Bahan Galian Strategis dan Vital (Giolongan A dan 1), Di dalam kedua peraturan
itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak diperbolehkan/dilarang.
Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan PP* No.75 Tahun 2000 dan
Peraturan  Menteri Pertambangan  dan Energi  No. | P01 PE 1986
penambangan emas di sungai tidak bolch dilakukan/dilarang.

Ditinjau dari segi administrasi, penambangan emas tersebut tidak memiliki
zin resmi dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Padahal sudsh ada
pematuran yang menjadi acuan dalam kepiatan pertambanpan, Peraturan itu adalah:
(1) ULl Mo. 42009 entang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (2) PP No.
223010 tentang Wilayah Pertambangan; (3) PP Na. 2372010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pcrta.mhan.ga.n Mineral dan Batu Bara; (4) UU Na. 322004
tentang Pemerintahan Daerah; (5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Diaya
Alam No. 121.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penmanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkunpan pada Kegiatan Usaha Pertambangan: (6)
ULT No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkunpgan Hidup; (7) Peraturan Menter
Negara Lingkungan Hidup Mo, 23/2008.

Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut di atas dapat diketabui bahwa
telah terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan olch pars penambany cmas
vang tidak memiliki izin resmi penambangan. Oleh karena jtulah penambangan
emas di Kabupaten Solok Selatan dikatakan sebagal Penambangan Fmas Tanpa

lzin (PETI).
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BAE 4
PENUTUFP
4.1 Kesimpulan

Penambangan Emas Tanpa lzin (PETI) vang terdapat di Eabupaten Solek
Selatan memberi mata pencarian bagi masyarakat. Meskipun demikian, dampak
negatif dari kegiatan PETI tidak bisa dihindard. Dampak lingkungan vang
ditimbulkan dari kegiatan PETT adalah rusaknya sepadan sungai dan keruhnya air
sungai oleh kegiatan penambangan, perubahan bentuk lahan yang dulunya adalah
sawah dan ladang masyarakat vang berubah menjadi lubang besar berbentuk
kolam dan tidak bisa digunakan lagi scbagai lahan produltif.

Uniuk menertibkan PETI, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah
melakukan Penetapan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Penambangan
Tanpa Izin dengan surat keputusan (SK) Bupati Solok  Selatan
Mo, 540,549.200/2006, membentuk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan Penertiban
Kegiatan Penambangan Tanpa [zin dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Solok
Selatan No.540.543.155/2009. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah
membentuk Keanggotasn Komisi dan Tim Teknis Penilai Analisa Mengenai
Dampak Lingkunpan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan
Upaya Pemantavan Lingkungan (UPL) Kabupaten Solok Selatan dengan Surat
Keputusan (SK) Bupati Solok Selatan Nomor 540.546.222/2006. Tim tersebut
dibentuk pemerintah Kabupaten Solok Sclatan dengan ¢ara mengadakan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dimana schagal pelaksana teknis adalsh

Dinas Energi Sumber Days Mineral yang bermitra dan berkoordinasi denpan
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